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BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi dan percepatan
penanganan pandemi covid 19 serta penyesuaian target kinerja
program dan kegiatan untuk pencapaian prioritas
pembangunan daerah, perlu dilakukan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun
2021,

enimbang

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4286):

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47001:
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10.

11.
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13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817),
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279),
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 26),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590),
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 27):
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 144):
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor
3),
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025, (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3),
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman
Nomor 13),
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
( Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman
Nomor 16 ):
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23. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
Tahun 2021,

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PASAMAN TAHUN 2021.

Pasal I

pberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020
htang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 diubah,
bagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
rpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

raturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

rar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Ipati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal iz Agustus 2021
BUPATI PASAMAN,
. ML

BENNY UTAMA

undangkan di Lubuk Sikaping
ida tanggal 12 A9uskus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

Bi

MARA ONDAK

FRITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 28


